
BUPATI KOTAWARINGIN BARAT 
PROVINS! KALIMANTAN TENGAH 

SALINAN 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT 

NOMOR 2 TAHON 2022 

TENTANG 

RETRIBUSI PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT, 

Menimbang: a. bahwa dalam rangka menata dan mengendalikan 
Bangunan Gedung agar sesuai dengan Rencana Tata 
Ruang Wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat, perlu 
dilakukan penertiban, penataan, dan pengendalian dalam 
pemanfaatan ruang untuk Bangunan Gedung agar sesuai 
fungsi dan klasifikasinya melalui penerapan Persetujuan 
Bangunan Gedung; 

b. bahwa retribusi daerah sebagai salah satu sumber 
pendapatan daerah merupakan sumber pembiayaan untuk 
pembangunan daerah dalam rangka meningkatkan 
pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat, perlu 
diatur regulasinya agar penyelenggaraannya dapat 
dilakukan secara efektif dan efisien, sesuai perkembangan 
ekonomi, dan dirasakan aspek keadilannya oleh 
masyarakat; 

c . bahwa Izin Mendirikan Bangunan (1MB) tidak dapat lagi 
diberikan oleh Pemerintah Daerah karena telah ada 
pengaturan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), dan 
berdasarkan ketentuan Pasal 261 Peraturan Pemerintah 
Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan 
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan 
Gedung, penerbitan Pesetujuan Bangunan Gedung oleh 
Pemerintah Daerah dikenakan retribusi bagi Pemohon; 

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu 
menetapkan Peraturan Daerah ten tang Retribusi 
Persetujuan Bangunan Gedung; 
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Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan 
Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang 
Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai 
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 1820); 

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum 
Acara Pidana (lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 75 Tahun 1981, Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 3209); 

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang 
Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2002 Nomor 134; Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4247); 

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4286); 

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundarig-undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5234), sebagaimana diubah dengan Undang-Undang 
Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang
Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398); 

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah 
diubahbeberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 
245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6573); 

8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan 
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 
Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6757); 
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9. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pajak 
Daerah dan Retribusi Daerah dalam rangka Mendudkung 
Kemudahan Berusaha dan Layanan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 20, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
6622); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 
2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628); 

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) , 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan 
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); 

12. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6 
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 
Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah 
Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2016 Nomor 6 , 
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin 
Barat Nomor 66), sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 2 
Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah 
Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6 Tahun 2016 
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 
Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah 
Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2021 Nomor 2); 

13. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 
10 Tahun 2019 tentang Pembentukan Produk Hukum 
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat 
Tahun 2019 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah 
Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 98) ; 

Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT 

dan 

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG 
PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG. 

RETRIBUSI 
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BABI 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 

1. Daerah adalah Kabupaten Kotawaringin Barat. 

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan 
pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan 
perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas 
pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam 
sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia 
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 
Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur 
penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin 
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi 
kewenangan daerah otonom. 

4. Bupati adalah Bupati Kotawaringin Barat. 

5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kotawaringin 
Barat, yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat. 

6. Pejabat yang ditunjuk dalam pembinaan penyelenggaraan 
bangunan adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten 
Kotawaringin Barat. 

7. Pejabat yang ditunjuk dalam melaksanakan pelayanan 
terpadu satu pintu adalah Kepala Dinas Penanaman Modal 
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotawaringin 
Barat. 

8. Badan adalah sekumpulan orang dan/ atau modal yang 
merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha 
maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi 
perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan 
lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan 
Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam 
bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, 
persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, 
organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga 
dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi 
kolektif dan bentuk usaha tetap. 

9. Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan 
konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, 
sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam 
tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia 
melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat 
tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan 
sosial, budaya, maupun kegiatan khusus. 
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10. Persetujuan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat 
PBG adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik 
Bangunan Gedung untuk membangun baru, mengubah, 
memperluas, mengurangi, dan/ atau merawat Bangunan 
Gedung sesuai dengan standar teknis Bangunan Gedung. 

11. Garis Sempadan Bangunan yang selanjutnya disingkat GSB 
adalah garis yang mengatur batasan lahan yang tidak boleh 
dilewati dengan bangunan yang membatasi fisik bangunan 
ke arah depan, belakang, maupun samping. 

12. Keterangan Rencana Kota yang selanjutnya disingkat KRK 
adalah informasi tentang ketentuan tata bangunan dan 
lingkungan yang diberlakukan oleh pemerintah daerah 
kabupaten/kota pada lokasi tertentu. 

13. Ketinggian Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat 
KBG adalah angka maksimal jumlah lantai Bangunan 
Gedung yang diperkenankan. 

14. Koefisien Dasar Bangunan yang selanjutnya disingkat KDB 
adalah angka persentase berdasarkan perbandingan antara 
luas seluruh lantai dasar Bangunan Gedung terhadap luas 
lahan perpetakan atau daerah perencanaan sesuai KRK. 

15. Koefisien Daerah Hijau yang selanjutnya disingkat KDH 
adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh 
ruang terbuka di luar Bangunan Gedung yang 
diperuntukkan bagi pertamanan/penghijauan terhadap 
luas lahan perpetakan atau daerah perencanaan sesuai 
KRK. 

16. Koefisien Lantai Bangunan yang selanjutnya disingkat KLB 
adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh 
lantai Bangunan Gedung terhadap luas lahan perpetakan 
atau daerah perencanaan sesuai KRK. 

17. Koefisien Tapak Basemen yang selanjutnya disingkat KTB 
adalah angka persentase berdasarkan perbandingan antara 
luas tapak basemen terhadap luas lahan perpetakan atau 
daerah perencanaan sesuai KRK. 

18. Masyarakat adalah perseorangan, kelompok, badan hukum 
atau usaha, dan lembaga atau organisasi yang kegiatannya 
di bidang Bangunan Gedung, serta masyarakat hukum adat 
dan masyarakat ahli, yang berkepentingan dengan 
Penyelenggaraan Bangunan Gedung. 

19. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, 
adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa 
atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan 
dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk 
kepentingan orang pribadi atau Badan. 
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20. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah 
Daerah dalam rangka pemberian iz1n kepada orang 
pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk 
pembinaan, pengaturan, pengendalian dan 
pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta 
penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, 
sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi 
kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. 

21. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan 
yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi 
diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, 
termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu. 

22. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang 
merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk 
memanfaatkan jasa dan periz1nan tertentu dari 
Pemerintah Daerah yang bersangkutan. 

yang selanjutnya 
retribusi yang 
retribusi yang 

23. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, 
disingkat SKRD, adalah surat ketetapan 
menentukan besarnya jumlah pokok 
terutang. 

24. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya 
disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan 
retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga 
dan/ atau denda. 

25. Indeks terintegrasi adalah bilangan hasil korelasi matematis 
dari indeks parameter-parameter fungsi, klasifikasi dan 
waktu penggunaan bangunan gedung, sebagai faktor pengali 
terhadap harga satuan retribusi untuk menghitung besaran 
retribusi. 

26. Harga Satuan Retribusi adalah Tarif retribusi Bangunan per 
meter persegi yang nilainya ditentukan berdasarkan dari 
persentase harga satuan bangunan gedung. 

27. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan 
mengolah data, keterangan, dan/ atau bukti yang 
dilaksanakan secara objektif dan professional berdasarkan 
suatu standard pemeriksaan untuk menguji kepatuhan 
pemenuhan kewajiban retribusi dan/ atau untuk tujuan lain 
dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan 
Perundang-Undangan retribusi daerah. 

28. Penyidikan adalah tindak pidana di bidang retribusi adalah 
serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk 
mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu 
membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan daerah 
dan retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya. 
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BAB II 
NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI 

Pasal 2 

Dengan nama Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung, yang 
selanjutnya disebut Retribusi PBG, dipungut retribusi sebagai 
pembayaran atas pelayanan pemberian Persetujuan Bangunan 
Gedung. 

Pasal 3 

(1) Obyek Retribusi PBG adalah penerbitan PBG dan SLF. 
(2) Penertiban PBG dan SLF sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) meliputi kegiatan layanan konsultasi pemenuhan standar 
teknis, penertiban PBG, inspeksi bangunan gedung, 
penerbitan SLF dan Surat Bukti Kepemilikan Bangunan 
Gedung (SBKBG), serta percetakan plakat SLF. 

(3) Penerbitan PBG dan SLF tersebut diberikan untuk 
permohonan persetujuan: 
a. Pembangunan baru. 
b. Bangunan gedung yang sudah terbangunan dan belum 

memiliki PBG dan/atau SLF; 
c. PBG perubahan untuk: 

1. Perubahan fungsi bangunan gedung; 
2. Perubahan lapis bangunan gedung; 
3. Perubahan luas bangunan gedung; 
4. Perubahan tampak bangunan gedung; 
5. Perubahan spesifikasi dan dimensi komponen pada 

bangunan gedung yang mempengaruhi aspek 
keselamatan dan/ atau kesehatan; 

6. Perkuatan bangunan gedung terhadap tingkat 
kerusakan sedang atau berat; 

7. Perlindungan dan/ atau pengembangan bangunan 
gedung cagar budaya; atau 

8. Perbaikan bangunan gedung yang terletak di kawasn 
cagar budaya. 

(4) PBG perubahan tidak diperlukan untuk pekerjaan 
pemeliharaan dan pekerjaan perawatan. 

(5) Tidak termasuk objek retribusi sebagimana dimaksud pada 
ayat (1) adalah: 
a. Pemberian PBG milik Pemerintah, 

atau Pemerintah Kabupaten; 
b. Pemberian PBG yang 

keagamaan/ peribadatan. 

Pemerintah Provinsi 

memiliki fungsi 
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Pasal 4 

(1) Subjek retribusi adalah setiap orang pribadi atau badan 
yang memperoleh pelayanan PBG dari Pemerintah Daerah. 

(2) Wajib Retribusi PBG yang selanjutnya disebut Wajib 
Retribusi, adalah orang pribadi atau badan yang diwajibkan 
untuk melakukan pembayaran Retribusi PBG. 

BAB Ill 
GOLONGAN RETRIBUSI 

Pasal 5 

Retribusi PBG digolongkan sebagai Retribusi Perizinan Tertentu. 

BABIV 
TATA CARA PENGHITUNGAN RETRIBUSI 

Pasal 6 

( 1) Besarnya retribusi PBG yang teru tang dihitung berdasarkan 
perkalian antara tingkat penggunaan jasa atas penyediaan 
layanan dan harga satuan retribusi PBG. 

(2) Tingkat penggunaan jasa atas penyediaan layanan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur berdasarkan 
formula yang mencerminkan biaya penyelenggaraan 
penyedia layanan. 

(3) Harga satuan retribusi PBG sebagaimana dimaksud pada 
ayat ( 1) terdiri atas: 
a . lndeks Lokalitas dan Standar Harga Satuan Tertinggi 

untuk Bangunan Gedung; dan 
b . Harga Satuan retribusi Prasarana Bangunan Gedung 

untuk Prasarana Bangunan Gedung. 
(4) Formula sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas 

formula untuk : 
a . BangunanGedung;dan 
b. Prasarana Bangunan Gedung. 

(5) Formula sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a 
terdiri atas: 
a. Luas Total Lantai; 
b. Indeks Terintegrasi; dan 
c . Indeks Bangunan Gedung Terbangun. 

(6) Formula sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b 
terdiri atas: 
a. Volume; 
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b. Indeks Prasarana Bangunan Gedung; dan 
c. Indeks Bangunan Gedung Terbangun. 

Pasal 7 

( 1) Struktur dan besaran tarif retribusi PBG ditetapkan 
berdasarkan kegiatan pemeriksaan pemenuhan standar 
teknis dan layanan konsultasi untuk: 
a. Bangunan Gedung: 

Tarif Retribusi PBG untuk Bangunan Gedung dihitung 
berdasarkan Luas Total Lantai (LLt) dikalikan Indek 
Lokalitas (Ilo) dikalikan Standar Harga Satuan Tertinggi 
(SHST) dikalikan Indeks Terintegrasi (It) dikalikan 
Indeks Bangunan Gedung Terbangun (Ibg) atau dengan 
rumus; 

I LLt x (Ilo x SHST) x It x Ibg 

LLt diperoleh dengan rumus sebagai berikut: 

I LLt = I (LLi + LBi) I 
b. Prasarana Bangunan Gedung: 

Tarif retribusi PBG untuk Prasarana Bangunan Gedung 
dihitung berdasarkan Volume (V) dikalikan Indeks 
Prasarana Bangunan Gedung (I) dikalikan Indeks 
Bangunan Gedung Terbangun (Ibg) dikalikan harga 
satuan retribusi prasarana bangunan gedung (HSpbg) 
atau dengan rumus; 

I V X I X Ibg X HSpbg 

(2) Indeks terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) 
dihitung berdasarkan indeks fungsi (If) dikalikan 
penjumlahan dari bobot parameter (bp) dikalikan indeks 
parameter (Ip) dikalikan faktor kepemilikan (Fm) atau 
dengan rumus: 

I If x I (bp x Ip) x Fm 

(3) Koefisein Ketinggian Bangunan Gedung diperoleh dengan 
rumus sebagai berikut: 
Koefisien Ketinggian: 

BG=(I (LLi X KL) + y (LBi X KB)) 
CI LLI + y LBi) 

(4) Rumus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai 
dengan ayat (3) dengan keterangan sebagai berikut: 
a. Luas Total Lantai (LLt); 
b. Standar Harga Satuan Tertinggi (SHST); 
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c. Indeks Lokalitas (Ilo); 
d. Indeks Terintegrasi (It); 
e. Indeks Bangunan Gedung Terbangun (Ibg); 
f. Luas Lantai ke 1 (Lli); 
g. Luas Basemen ke 1 (Lbi); 
h. Indeks Fungsi (If); 

1. Bobot Parameter (bp); 
J. Indeks Parameter (Ip); 
k. Faktor Kepemilikan (Fm); 
1. Volume (V); 
m. Indeks Prasarana Bangunan Gedung (I); 

n. Indeks Bangunan Gedung Terbangun (Ibg); 
o. Harga Satuan Retribusi Prasarana Bangunan Gedung 

(Hspbg). 
(5) Rumus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan 

ayat (4) dengan keterangan sebagai berikut: 
a. Luas Total Lantai (LLt); 
b. Standar Harga Satuan Tertinggi (SHST); 
c. Indeks Lokalitas (Ilo); 
d. Indeks Terintegrasi (It); 
e. Indeks Bangunan Gedung Terbangun (Ibg); 
f. Luas Lantai ke 1 (Lli); 
g. Luas Basemen ke 1 (Lbi); 
h. Indeks Fungsi (If); 
1. Bobot Parameter (bp); 
j. Indeks Parameter (Ip); 
k. Faktor Kepemilikan (Fm). 

Pasal 8 

(1) Perhitungan Retribusi Prasarana Bangunan Gedung 
dihitung dengan rumus sebagai berikut: 

Retribusi Prasarana BG = V x I x Ibg x HSpbg 

(2) Rum us sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dengan 
keterangan sebagai berikut: 

a. Volume (V); 

b. Indeks Prasarana Bangunan Gedung (I); 

c. Indeks Bangunan Gedung Terbangun (Ibg); 

d. Harga Satuan Retribusi Prasarana Bangunan Gedung 
(Hspbg). 
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Pasal 9 

Nilai dari komponen perhitungan retribusi sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 7 ayat (5) dan Pasal 8 ayat (2) 
sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian 
tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini. 

Pasal 10 

( 1) Tarif retribusi ditinjau paling lama 3 (tiga) tahun sekali. 
(2) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat 

( 1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan 
perkembangan perekonomian. 

(3) Penetapan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati. 

BABV 
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN 

TARIF RETRIBUSI 

Pasal 11 

( 1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi PBG 
didasarkan pada tujuan untuk menutup seluruh biaya 
penyelenggaraan penerbitan PBG dan SLF. 

(2) Biaya penyelenggaraan penerbitan PBG danSLF sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) meliputi penerbitan dokumen PBG 
dan SLF, inspeksi Penilik bangunan, penegakan hukum, 
penatausahaan, dan biaya dampak negatif dari penerbitan 
PBG dan SLF tersebut. 

BAB VI 
WILAYAH PEMUNGUTAN 

Pasal 12 

Retribusi PBG dipungut di wilayah Kabupaten Kotawaringin 
Barat 

BAB VII 
TATA CARA PEMBAYARAN 

Pasal 13 

(1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD. 
(2) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan. 
(3) Hasil pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) disetor ke Kas Umum Daerah. 
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Pasal 14 

(1) Pembayaran retribusi yang terhutang harus dilunasi 
sekaligus. 

(2) Retribusi yang terhutang dilunasi sejak diterbitkannya SKRD 
atau dokumen lain yang dipersamakan. 

(3) Tata cara pembayaran dan penyetoran retribusi akan diatur 
lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. 

Pasal 15 

( 1) Atas pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 14, diberikan tanda bukti pembayaran. 

(2) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan. 

(3) Bentuk isi, kualitas, ukuran buku dan tanda bukti 
pembayaran Retribusi akan diatur lebih lanjut dengan 
Peraturan Bupati. 

Pasal 16 

(1) Pembayaran secara angsuran dan/atau penundaan 
pembayaran dapat diberikan dengan melihat kemampuan 
Wajib Retribusi. 

(2) Tata cara pembayaran angsuran dan/ atau penundaan 
pembayaran retribusi diatur lebih lanjut dengan Peraturan 
Bupati. 

Pasal 17 

(1) Dalam hal pembayaran dilakukan di tempat lain yang 
ditunjuk, maka hasil penerimaan Retribusi harus disetor ke 
Kas Umum Daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam atau 
dalam waktu yang ditentukan oleh Bupati. 

(2) Pembayaran retribusi ditempat lain yang ditunjuk 
sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) termasuk pembayaran 
melalui bank untuk pembayaran retribusi secara non tunai. 

BAB VIII 
TATA CARA PENAGIHAN 

Pasal 18 

(1) Apabila Wajib Retribusi tidak membayar, atau kurang 
membayar retribusi terutang sampai saat jatuh tempo 
pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) , 
Bupati atau pejabat yang ditunjuk dapat melaksanakan 
penagihan atas retribusi yang terutang dengan menggunakan 
STRD atau surat lain yang sejenis. 
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(2) Pengeluaran STRD atau surat lain yang sejenis sebagai awal 
tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan 
segera setelah 7 (tujuh) hari sejakjatuh tempo pembayaran. 

(3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah STRD atau surat 
lain yang sejenis diterbitkan, wajib retribusi harus melunasi 
retribusinya yang terutang. 

(4) Penagihan retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) didahului dengan surat teguran. 

(5) Tata cara pelaksanaan penagihan retribusi diatur lebih lanjut 
dengan Peraturan Bupati. 

BAB IX 
PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI 

YANG KEDALUARSA 

Pasal 19 

(1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi 
kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun 
terhitung sejak saat terutanngnya retribusi, kecuali jika 
wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi. 

(2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud 
pada ayat ( 1) tertangguh jika : 
a. diterbitkan Surat Teguran, atau; 
b. ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi. 

(3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaskud 
pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak 
tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut. 

(4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi 
dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang 
Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah 
Daerah. 

(5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat 
diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau 
penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh 
wajib retribusi. 

Pasal 20 

(1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena 
hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat 
dihapuskan. 

(2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Retribusi 
Kabupaten yang sudah kedaluarsa sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1). 
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(3) Tata cara penghapusan Retribusi yang sudah kedaluwarsa 
diatur dengan Peraturan Bupati. 

BABX 
SANKSI ADMINISTRASI 

Pasal 21 

( 1) Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada 
waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi 
administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) 
setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak 
atau kurang dibayar; 

(2) Selain pengenaan sanksi administratif sebagaimana 
dimaksud pada ayat ( 1) dapat dikenai sanksi denda paling 
banyak 10% (sepuluh per seratus) dari nilai bangunan yang 
sedang atau telah dibangun. 

(3) Tata cara pemberian sanksi administrasi sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut 
dengan Peraturan Bupati. 

BAB XI 
KETENTUAN PENYIDIKAN 

Pasal 22 

(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan 
Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai 
Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di 
bidang Retribusi Daerah, sebagaimana dimaksud dalam 
Undang-Undang Hukum Acara Pidana. 

(2) Penyidik sebagaimana pada ayat (1) adalah Pejabat Pegawai 
Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang 
diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah: 
a . menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti 

keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak 
pidana dibidang retribusi agar keterangan atau laporan 
tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas; 

b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan 
mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran 
perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak 
pidana dibidang retribusi daerah tersebut; 

c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang atau 
badan sehu bungan dengan tindak pidana dibidang 
retribusi daerah; 
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d. memeriksa buku, catatan dan dokumen lain berkenaan 
dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah; 

e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan 
bukti dari pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain 
serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti 
terse but; 

f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan 
tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi 
daerah; 

g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang 
meninggalkan ruangan atau tempat pada saat 
pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa 
identitas orang, benda dan/ atau dokumen yang dibawa; 

h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak 
pidana dibidang retribusi daerah; 

i. 

j. 

memanggil seseorang untuk didengar keterangannya dan 
diperiksa sebagai tersangka atau saksi; 
menghentikan penyidikan; dan/atau 

k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran 
penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang
undangan. 

(4) Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) memberitahukan 
dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan 
kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi 
Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang 
diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana. 

BAB XII 
KETENTUAN PIDANA 

Pasal 23 

(1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya 
sehingga merugikan keuangan daerah dapat diancam 
dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau 
pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi 
terutang yang tidak atau kurang dibayar. 

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) adalah 
pelanggaran. 

(3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan 
penerimaan negara. 
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BAB XIII 
KETENTUAN PERALIHAN 

Pasal 24 

(1) Pemilik Bangunan Gedung yang membangun baru, 
mengubah, memperluas, mengurangi, dan/ atau merawat 
Bangunan Gedung terhitung sejak tanggal 3 Agustus 2021, 
dan Pemilik Bangunan Gedung yang belum memiliki Izin 
Mendirikan Bangunan {1MB) sebelum berlakunya Peraturan 
Daerah ini, wajib mengajukan permohonan PBG dan 
dikenakan biaya retribusi menurut Peraturan Daerah ini. 

(2) Permohonan IMB yang telah diajukan ke DPMPTSP dan 
belum dapat diproses sejak tanggal 3 Agustus 2021, untuk 
mendapatkan PBG maka wajib dilakukan penyesuaian 
dengan persyaratan dan mekanisme sebagaimana diatur 
dalam ketentuan Peraturan Daerah ini. 

BAB XIV 
KETENTUANPENUTUP 

Pasal 25 

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku: 
a. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 

10 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Izin Mendirikan 
Bangunan dan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan 
{Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 
2012 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 
Kotawaringin Barat Nomor 15); 

b. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 4 
Tahun 2019 ten tang Perubahan Atas Peraturan Daerah 
Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 10 Tahun 2012 
tentang Penyelenggaraan Izin Mendirikan Bangunan dan 
Retribusi Izin Mendirikan Bangunan {Lembaran Daerah 
Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2019 Nomor 4, 
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat 
Nomor 93); 

c. Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 14 Tahun 2012 
tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah 
Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 10 Tahun 2012 
tentang Penyelenggaraan Izin Mendirikan Bangunan dan 
Retribusi Izin Mendirikan Bangunan {Serita Daerah 
Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2012 Nomor 14); 

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 
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Pasal 26 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannnya 
dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat. 

Diundangkan di Pangkalan Bun 
pada tanggal 21 Maret 2022 

Ditetapkan di Pangkalan Bun 
pada tanggal 21 Maret 2022 

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT, 

TTD 

NURHIDAYAH 

SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT, 

TTD 

SUYANTO 

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TAHUN 2022 
NOMOR2 

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN 
BARAT, PROVINS! KALIMANTAN TENGAH: 01, 11/2022 

SUF,SH 
~~!!!!l1N'200501 1 010 
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LAMPIRAN 
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT 
NOMOR 2 TAHUN 2022 
TENTANG RETRIBUSI PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG 

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF 
RETRIBUSI PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG 

A. BANGUNAN GEDUNG 
1. Standar Barga Satuan Tertinggi (SHST) 

SHST diperoleh secara ter sistemasi melalui aplikasi Perhitungan Standar 
Harga Satuan Tertinggi sesuai ketentuan Peraturan Perundang
Undangan. 

2. Indeks Lokalitas (Ilo) 
Ilo ditetapkan sebesar 0 ,35 % 

3. Indeks Terintegrasi (IT) 

Tabel Indeks Terintegrasi (IT) 

INDEKS 
BOBOT INDEKS 

FUNGSI KLASIFIKASI PARAMETER PARAMETER PARAMETER 
FUNGSI (If) 

(bp) (Ip) 

a. Sederhana 1 

Usaha 0,7 Kompleksitas 0,3 
b. Tidak 

Sederhana 2 

a. Non 
1 Permanen 

Usaha 0,5 Permanensi 0,2 
(UMKM -

b. Permanen 2 Prototipet 

Hunian Ketinggian 0,5 Mengikuti Mengikuti 
Tabel Tabel 

a. <100 m 2 0,15 Koefisien Koefisien 
dan <2 Jumlah Lantai Jumlah 
lantai Lantai 

b. >100 m 2 

dan >2 0,17 
lantai 

Keagamaan 0 

Fungsi 
1 Khusus 

Sosial 0,3 
Faktor KepemWkan (Fmt 

a. Negara 0 
Budaya 

Ganda/Cam b. Perorangan/ 1 puran BadanUsaha 

a. Luas<500 
m 2 dan 0,6 
<2Lantai 

b. Lu as 
>500 m2 0,8 
dan >2 
lantai 
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Cara perhitungan 

i dengan aslinya 
.n.~rwn-1,i HUKUM, 

SUF,SH 
~ 200501 1 010 

Volume (V) x HSpbg x Indeks Prasarana (I) x 
Indeks BG Terbangun 
48 X 5.000 X 1 X 1 
Rp. 240.000 

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT, 

TTD 

NURHIDAYAH 
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PENJELASAN 

ATAS 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT 
NOMOR 2 TAHUN 2022 

TENTANG 

RETRIBUSI PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG 

I. UMUM 

Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang 
penting guna membiayai pelaksanaan otonomi daerah dan pencapaian 
kesejahteraan masyarakat Kabupaten Kotawaringin Barat yang berkeadilan 
berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945. Salah satu retribusi daerah yang ada hubungannya dengan 
pendirian suatu bangunan gedung adalah Retribusi Izin Mendirikan 
Bangunan yang diatur dalam ketentuan Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27, Pasal 
28, Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31 dan Pasal 32 Peraturan Daerah Kabupaten 
Kotawaringin Barat Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Izin 
Mendirikan Bangunan Dan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin 
Barat Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah 
Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 10 Tahun 2012 Tentang 
Penyelenggaraan Izin Mendirikan Bangunan Dan Retribusi Izin Mendirikan 
Bangunan. 

Keberadaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
dan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan 
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan 
Gedung, telah membawa perubahan pada sistem retribusi dan pelayanan Izin 
Mendirikan Bangunan menjadi Persetujuan Bangunan Gedung. Perubahan 
tersebut tergambar dalam mekanisme penyelenggaraan PBG yang sekarang 
dilakukan melalui 2 (dua) proses, yaitu perencanaan dan penerbitan. Adapun 
terhadap penerbitan PBG, dilakukan pula melalui 3 (tiga) tahapan, yaitu 
penetapan nilai retribusi, pembayaran retribusi, sampai dengan penerbitan 
PBG. 

Terhadap Retribusi PBG yang diatur dalam Peraturan Daerah ini, objek 
yang dipungut adalah penerbitan PBG dan penerbitan SLF Bangunan Gedung 
atau Prasarana Bangunan Gedung. Penerbitan PBG dan SLF dimaksud 
diberikan untuk permohonan persetujuan Pembangunan baru, Bangunan 
Gedung yang sudah terbangun dan belum memiliki PBG dan/atau SLF, dan 
PBG perubahan. Dan tidak termasuk objek retribusi objek retribusi PBG 
adalah penerbitan PBG dan SLF untuk bangunan milik pemerintah pusat, 
Pemerintah Daerah, atau bangunan yang memiliki fungsi keagamaan. 

II. PASAL DEMI PASAL 

Pasal 1 

Cukup jelas. 

Pasal 2 

Cukup jelas. 



Pasal 3 

Cukup jelas. 
Pasal 4 

Cukup jelas. 

Pasal 5 

Ayat (1) 

Cukup jelas . 

Ayat (2) 

Cukup jelas. 

Ayat (3) 

Cukup jelas. 

Pasal 6 

Cukup jelas. 

Pasal 7 

Ayat (1) 

Cukupjelas 

Ayat (2) 

Cukup jelas. 

Ayat (3) 

Cukupjelas 

Ayat (4) 

Cukupjelas 

Ayat (5) 

-2-

Penetapan nilai retribusi didasarkan pada data yang disediakan 
oleh Kementerian yang membidangi Bangunan Gedung. Dalam hal 
data untuk penetapan nilai retribusi Indeks Lokalitas (Ho) yang 
dijinkan paling tinggi 0,5 %, maka menggunakan data lain sesuai 
ketentuan Peraturan Perundang-Undangan hanya ambang batas 
yang ditentukan paling tinggi 0,5% disepakati menjadi 0,35%. 

Pasal 8 

Cukup jelas. 

Pasal 9 

Cukup jelas. 

Pasal 10 

Cukup jelas. 

Pasal 11 
Cukup jelas. 

Pasal 12 
Cukup jelas. 



Pasal 13 
Cukup jelas. 

Pasal 14 
Cukup jelas. 

Pasal 15 
Cukup jelas. 

Pasal 16 
Cukup jelas . 

Pasal 17 
Cukup jelas. 

Pasal 18 
Cukup jelas. 

Pasal 19 
Cukup jelas. 

Pasal 20 
Cukup jelas. 

Pasal 21 
Cukup jelas. 

Pasal 22 
Cukup jelas. 

Pasal 23 
Cukup jelas. 

Pasal 24 
Cukupjela 

Pasal 25 
Cukup jelas. 

Pasal 26 
Cukup jelas. 
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TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT 

TAHUN 2022 NOMOR 132 




